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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/358/KUM/2026 
TENTANG 

MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TAHUN 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat 
terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya 

pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca 
serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat 
berperilaku ramah lingkungan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan 

Lembaga Perguruan Tinggi serta Komunitas Pelestari 
Lingkungan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Mitra Program Kampung Iklim 
Tahun 2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5305); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
521); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang 

Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang 
Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak 

Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 342); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 
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16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 
2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2026 Nomor 15); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  

KESATU : Mitra Program Kampung Iklim Tahun 2026 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
KEDUA : Tugas Mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

adalah sebagai berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta menjadi 

narasumber Program Kampung Iklim di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan; 
b. melaksanakan pembinaan dan memberikan bantuan 

sarana, prasarana, dan fasilitas pemberdayaan 
masyarakat pada kegiatan Program Kampung Iklim di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan 
d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
KETIGA : Tugas Mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

berakhir setelah hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan 

kepada Bupati. 
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

Anggaran 2026. 
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 1 Oktober 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 
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Tembusan: 

1. Anggota Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan  

2. Lurah/Kepala Desa Kampung Iklim Se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2026 

 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/358/KUM/2026 

TENTANG 
MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TAHUN 
2026 

  
DAFTAR MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TAHUN 2026 

 

 
NO.  

 
NAMA MITRA 

MITRA PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM 

1. PT. ANTANG GUNUNG MERATUS  
Desa Jelatang Kecamatan 

Padang Batung  

2. PT. SUBUR AGRO MAKMUR  
Desa Baruh Kambang 
Kecamatan Daha Utara  

3. PT. SURYA LANGGENG SEJAHTERA  
Desa Tambingkar 

Kecamatan Kalumpang 

4. BANK KALSEL CABANG KANDANGAN  
Desa Amawang Kiri Muka 

Kecamatan Kandangan 

5. BANK BRI CABANG KANDANGAN  
Desa Angkinang 
Kecamatan Kandangan 

6. BANK BNI KCP KANDANGAN  
Desa Mandala Kecamatan 

Telaga Langsat 

7. IAI DARUL ULUM KANDANGAN Semua Kampung Iklim 

8. 
FORUM KOMUNITAS HIJAU (FKH) 

SEHATI HSS 
Semua Kampung Iklim 

9. FORUM PEDULI SUNGAI (FORLISA) HSS Semua Kampung Iklim 

10. 
SATUAN PRAMUKA (SAKA) KALPATARU 
HSS 

Semua Kampung Iklim 
 

11. DUTA LINGKUNGAN HIDUP HSS Semua Kampung Iklim  

 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
     

 


